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Hak merek yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
Tentang Merek, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan 
perlindungan hukum atas sengketa passing off terhadap merek adalah pemakai 
dan pendaftar pertama atas merek yang digunakan.Merek merupakan salah satu 
bentuk HKI yang digunakan untuk mengenal serta membedakan produk barang 
atau jasa. Akan tetapi, merek sangat rentan untuk ditiru oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Adanya peniruan merek seperti passing off  berdampak pada 
kerugian material dan nonmaterial. Terhadap para pelaku pelanggaran hak merek, 
pemegang hak merek dapat melakukan upaya perlindungan hukum yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Salah satu upaya hukum yang 
diterapkan adalah melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Langkah 
tersebut menghasilkan keputusan yaitu penghentian semua perbuatan yang 
berkaitan dengan penggunaan merek yang ditiru.  
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ABSTRACT 
Trademark rights related to law Number 15 of 2001 on the brand, it can be 
concluded that is entitled to the legal protections of passing off the first user and 
regristrant on the brand used. Brand is a form of intellectual property that is used 
to identify and distinguish goods or services. However, the brand is very 
vulnerable imitade by unscrupulous parties. The imitation brands such as passing 
off impact on the loss of material and nonmaterial.Against an infringer of the 
brand, trademark rights holders can safeguard in law No. 15 of 2001. One of 
remedy applied is through arbitration or alternative of dispute resolution. The 
resulted of the decision is cessation off all acts relating to the use of brand 
imitated. 







1.  PENDAHULUAN 
Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya. Teknologi 
informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang 
dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk 
dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh 
karena itu, antarpemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan 
kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong 
terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan atau peniruan 
merek.  
Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk 
membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai 
tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan 
pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil 
produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.
1
 Merek 
yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. 
Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk 
melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh 
konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.
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Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa peran 
merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang 
baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, 
mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk.
3
 Dengan demikian, diperlukan 
pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan 
bagi masyarakat. 
Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan 
reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, 
merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau 
                                                          
1 Wiratmo Dianggoro, 1997, Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia 
Bisnis, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm. 34  
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Aditya Bakti, hlm. 97  
3OK. Saidin, 2002, Aspek Hukum Intelekual, Jakarta: Raja Grafindo Persada , hlm. 329  
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kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong 
produsen lain untuk menirunya. 
Persaingan dagang semakin besar sehingga mendorong orang lain 
melakukan perdagangan dengan jalan pintas (free riding) terhadap merek terkenal. 
Tindakan free riding merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, 
dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan 
suatu merek. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai passing off dengan 
menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. Passing off 
mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya 
reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen 
yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya. 
Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga 
mendorong produsen untuk mencipta dan mengembangkan kreasi masyarakat. 
Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin 
meningkat serta mendukung iklim investasi. 
Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum 
kemerdekaan. Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada 
Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang 
diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan 
UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. 
Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, 
undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
tentang Merek. Undang-undang ini lebih menjamin hukum karena memiliki 
sistem konstitutif atau first to file principle sehingga dapat memberikan 
perlindungan hukum. Prinsip inilah yang dipertahankan dalam Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan 
undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh keikutserataan Indonesia dalam 
perjanjian Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right 
(TRIPs) sehingga Indonesia harus menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam 
TRIPs. Dengan demikian, Indonesia melakukan pembaruan sistem konstitusi. 
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Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
penyelesaian sengketa passing off merek Spesial Sambal “SS”  oleh pemegang 
merek? dan (2) Apakah penyelesaian sengketa passing off merek Spesial 
Sambal“SS” oleh pemegang merek sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui cara penyelesaian sengketa 
passing off merek SS “Spesial Sambal” dan (2) Mengetahui kesesuaian 
penyelesaian sengketa passing off merek SS “Spesial Sambal” berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Adapun 
manfaat penelitian  (1) Secara teoritis, Penelitian ini merupakan hasil dari studi 
ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru 
terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Hak Atas Kekayaan 
Intelektual pada khususnya. Bagi aktifitas akademik dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut 
mengenai hal tersebut. (2) Secara praktis, Penulisan ini mempunyai manfaat 
sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi 
atau yang terkait dari objek yang diteliti dan dapat memberi masukan dan 
referensi bagi peneliti berikutnya. 
 
2.  METODE PENELITIAN 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer yaitu 
wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. 
Metode pengumpulan data  dengan observasi dan wawancara.  Tekhnik analisis 
data menggunakan analisis kualitatif. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengeketa Passing Off 
Terhadap Merek Spesial Sambal “SS” Oleh Pemegang Merek 
Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikelompokkan menjadi 
sengketa administratif, sengketa perdata, dan sengketa pidana. Sengketa 
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administratif merupakan sengketa terjadi antara pihak yang mengajukan HKI 
dengan pemerintah (Dirjen HKI) yang berhubungan dengan penolakan 
permohonan yang dilakukan oleh Dirjen HKI akibat tidak dipenuhinya beberapa 
persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan normatif. Sengketa 
perdata timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian atau 
salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian (perjanjian lisensi) yang sebelumnya 
telah mereka sepakati. Sengketa pidana merupakan tindak pidana di bidang Hak 
Kekayaan  Intelektual yang melibatkan negara. Sengketa HKI wajib diselesaikan 
melalui jalur lembaga peradilan umum. Dalam sistem hukum di Indonesia, semua 
pelanggaran di bidang Hak  Kekayaan Intelektual, baik itu hak cipta, merek, 
paten, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata 
letak sirkuit terpadu, dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.
4
 
Sengeketa passing off merek termasuk tindakan pelanggaran di bidang 
HKI.  Dengan demikian, berdasarkan sengketa Hak Kekayaan Intelektual 
sengketa passing off merek  Spesial Sambal tergolong dalam bentuk sengketa 
pidana. Sengketa merek yang pernah terjadi adalah kasus penggunaan merek yang 
serupa. Misalnya, Super Sambal, Serba Sambal, dan Selera Sambal.  
Sejak didirikannya usaha jasa kuliner Spesial Sambal “SS” telah memiliki 
brand image yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan yang 
dipenuhi adalah adanya daya pembeda yang menjamin kualitas dari suatu produk. 
Merek Spesial Sambal “SS” telah memiliki brand image yang tinggi di kalangan 
konsumen sehingga mendorong suatu tindakan dengan itikad tidak baik seperti 
tindakan passing off. 
Passing off merupakan tindakan bertujuan untuk meniru seperti meniru 
merek baik nama, logo, dan unsur merek seperti warna dan kata-kata sehingga 
menimbulkan suatu sengketa merek. Sengketa merek terhadap merek Spesial 
Sambal “SS” adalah peniruan nama “SS” oleh pihak lain dengan usaha yang 
sejenis. Nama “SS” dipakai oleh pelaku usaha lain seperti SS untuk Serba Sambal 
yang tersebar di beberapa kota, Super Sambal (SS) di Kudus, dan Selera Sambal 
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 Adi Sulistiyono,2004, Mekanisme Penyelesaian Sengketa HKI Hak atas Kekayaan Intelektual, 
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Di Cikarang dan Tangerang sejak tahun 2014. Oleh karena itu, pihak pemilik 
merek Spesial Sambal menindak lanjuti perkara untuk menyelesaikan sengketa 
merek tersebut. 
Merek sebagai salah satu bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) 
memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan barang 
atau jasa.  Merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk 
barang dan jasa. Sebuah merek menjadi kekayaan yang sangat berharga dan 
memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan 




Sementara itu, di Indonesia memiliki peraturan yang melindungi merek 
secara hukum. Peraturan tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang tersebut berisi prosedur-
prosedur tentang pemberian HKI suatu merek, bentuk-bentuk pelanggaran merek 
yang dilindungi dalam Undang-Undang, serta peraturan dalam upaya 
penyelesaian pelanggaran merek.   
Suatu merek memiliki HKI apabila telah mendaftarkan mereknya kepada 
Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek tersebut 
bertujuan mencegah pihak lain memakai  merek yang sama pada pokoknya atau 
secara keseluruhan dalam peredaran barang dan jasa.
6
 Dengan demikian, merek 
yang telah terdaftar memiliki perolehan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum terhadap hak atas merek. 
Definisi tentang merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek terdapat pada Pasal 1 angka 1 menunjukkan bahwa merek 
memiliki kriteria, yaitu merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup 
(capable of  distinguishing), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan 
barang dan atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar 
                                                          
5Jisia, Mamahit,”Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa,”Lex 
Privatum , Vol.I/No.3 (Juli, 2013), hal 90-91. 
6
 Ibid. Hal 91. 
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mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan  pada 
barang dan atau jasa yang bersangkutan.
7
 
Hasil penelitian terhadap merek Spesial Sambal menunjukkan bahwa 
merek tersebut telah memenuhi unsur merek. Unsur yang disajikan adalah 
kombinasi antara unsur gambar, nama, dan susunan warna. Gambar dalam merek 
jasa tersebut  adalah ilustrasi cabai yang memiliki unsur warna merah, hitam, 
putih, dan hijau. Nama merek yang digunakan adalah Spesial Sambal. Unsur-
unsur merek tersebut memiliki daya pembeda antara merek sejenisnya. Sebagai 
contoh nama merek Spesial Sambal memiliki daya pembeda dalam hal penamaan 
dengan nama merek Super Sambal, meskipun memiliki persamaan jenis usaha. 
Spesial Sambal merupakan jenis merek jasa yaitu jasa dalam bidang 
kuliner. Jasa yang diberikan dapat berupa penyediaan tempat makan yang 
menyajikan beraneka jenis menu yang menggunakan sambal. 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan hak atas 
merek yaitu:  
“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada 
pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka 
waktu tertentu  dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau 
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. 
 
Merek jasa Spesial Sambal telah memiliki hak Merek yang diberikan oleh 
Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Agustus 2008. 
Perlindungan Hak Merek kepada pemilik merek Spesial Sambal diberikan selama 
10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat 
diperpanjang. Dengan demikian, bagi pihak lain yang mencoba menggunakan 
merek yang sama akan ditolak pendaftarannya oleh Direktoral Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual.  
Hak atas merek diberikan kepada pemegang merek setelah memenuhi 
seluruh prosedur pendaftaran merek. Pendaftaran merek bertujuan memperoleh 
kepastian hukum dan perlindungan hak atas merek. Pendaftaran merek merupakan 
alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai 
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 Muhammad Abdulkadir, 2000, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Citra 
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dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokok 
yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis.
8
 Prosedur atau 
tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam Pasal 7. Berdasarkan peraturan undang-
undang yang  dijabarkan, pemberian hak atas merek Spesial Sambal dilakukan 
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek Tahun 
2001. Secara garis besar proses pendafratan merek Spesial Sambal yaitu:  
(1) mengisi formulir permohonan HKI beserta etiket mereknya, (2) mengkuasakan 
pendaftaran HKI kepada Konsultan HKI, (3) melakukan pembayaran pendaftaran 
HKI. Pendaftaran merek dilakukan setelah penerimaan permohonan pendaftaran 
merek. Pengumuman permohonan pendaftaran merek Spesial Sambal diterbitkan 
dalam bentuk sertifikat merek. Dengan demikian, merek jasa Spesial Sambal 
memiliki hak atas merek. Hak atas merek yang dimiliki merek Spesial Sambal 
dapat dijadikan sebagai jaminan dan kepastian hukum atau perlindungan hukum. 
Bentuk jaminan kepastian perlindungan hukum berupa tanda bukti pendaftaran 
dalam bentuk sertifikat. Sertifikat berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal 20 
Agustus 2008 dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.  
 
 
Penyelesaian Sengketa Passing Off Merek Spesial Sambal “SS” Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
Merek jasa Spesial Sambal telah terdaftar dan telah diberikan hak atas 
merek yang dibuktikan dengan nomor permohoman  pendaftaran merek dan 
sertifikat merek. Oleh karena itu, pemegang merek Spesial Sambal memiliki 
status sebagai pemakai merek pertama dan memperoleh perlindungan hukum jika 
terjadi permasalahan hukum seperti tindakan sengketa passing off merek. Dengan 
demikian, pemilik merek Spesial Sambal dapat memperkarakan  kasus sengketa 
passing off merek Spesial Sambal“SS” yang dilakukan oleh pemilik merek Serba 
Sambal dan Selera Sambal.  
Perlindungan hukum terhadap merek dagang atau jasa mutlak diberikan 
oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin 
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 Jisia, Mamahit, Op.Cit, hal 92 
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(1) kepastian berusaha bagi para produsen; serta (2) menarik investor bagi merek 
dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek 




Secara deklaratif maupun konstitutif, merek Spesial Sambal memiliki hak 
atas merek sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus 
sengketa merek. Pemilik merek Spesial Sambal dapat membuktikan bahwa 
mereknya dianggap sebagai pemakai pertama dan belum ada pihak lain yang 
membuktikan bahwa sebaliknya. Perlindungan hukum diwujudkan dalam 
penyelesaian sengketa merek berdasarkan  ketentuan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 Pasal 84. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa merek Spesial Sambal 
dapat diselesaiakan melalui jalur nonlitigasi. Yoyok Hery Wahyono, ST selaku 
pemilik merek Spesial Sambal mengajukan mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merek Spesial Sambal didasarkan 
atas Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang 
menjelaskan bahwa: “selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam 
Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui 
Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”. 
Langkah awal yang dilakukan oleh pemilik Merek Spesial Sambal sebagai 
pemakai pertama merek adalah menyurati, menegur, dan pemberitahuan secara 
tertulis bahwa Waroeng Spesial Sambal “SS” telah mendaftarkan hak atas 
kekayaan intelektualnya yang berupa hak merek dan hak cipta. Teguran tersebut 
ditujukan kepada pemilik merek Serba Sambal (SS), Selera Sambal (SS), dan 
Super Sambal (SS).  
Selanjutnya, masing-masing pemilik merek menunjuk konsultan hukum 
sebagai mediator untuk melakukan mediasi. Para mediator melakukan 
perundingan secara damai sehingga antarpemilik merek menghasilkan keputusan 
yang adil dalam penyelesaian sengketa merek. Keputusan yang dihasilkan adalah 
                                                          
9
Hery Firmansyah,  2011, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 
2011.  hal 38. 
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menghentikan penggunaan merek “SS” dan mengganti atau merubah logo atau 
yang dinilai mirip dengan logo dan merek “SS”. Dasar Pengambilan keputusan 
tersebut adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Pasal 76 
ayat (1) yang menjelaskan bahwa: 
“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain 
yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis 
berupa (1) gugatan ganti rugi, dan/atau (2) penghentian semua perbuatan 
yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 
 
Pasal 76 ayat (1) di atas menjelaskan bahwa jenis bentuk tuntutan gugatan 
atas pelanggaran merek terdaftar terdiri atas gugatan ganti rugi atau penghentian 
penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat diwujudkan dalam bentuk 
nyata dan dinilai dengan uang. Ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi 
yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak dan mendapatkan 
ganti rugi secara moral.  
 
4.  PENUTUP 
Kesimpulan 
Pertama, upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian passing off 
terhadap merek Spesial Sambal “SS” Oleh pemegang merek, yaitu merek jasa 
Spesial Sambal (SS)  pada dasarnya memiliki perlindungan hukum  berupa hak 
merek yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat merek dengan nomor 
IDM000173773. Hal ini berdasarkan Pasal 3 UU nomor 15 tahun 2001. 
Kesesuaian tersebut dapat dibuktikan dengan penerapan Pasal 7 tentang tata cara 
permohonan pendaftaran merek sehingga merek Spesial Sambal memperoleh 
HKI. Dengan demikian, merek Spesial Sambal mempunyai perlindungan hak atas 
merek terhadap penyelesaian sengketa passing off.  
Kedua, penyelesaian sengketa passing off  merek Spesial Sambal “SS” 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu para 
pihak memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu penyelesaian sengketa 
dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya penyelesaian sengketa. 
Masing-masing pihak menunjuk mediator, para mediator melakukan perundingan 
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secara damai sehingga anntar pemilik merek menghasilkan keputusan yang adil 
dalam penyelesaian sengketa, berupa penghentian penggunaan merek serupa dan 
mengganti/merubah logo atau merek yang dinilai mirip dengan logo dan merek 
“SS”. Dasar pengambilan keputusan kasus sengketa tersebut sesuai dengan 
penerapan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
 
Saran  
Kepada para pebisnis yang bersengketa untuk menghormati hak atas 
kekayaan intelektual yang dimiliki oleh kompetitor. Berbisnis kuliner dengan 
menu utama sambal dapat dilakukan oleh pebisnis siapapun selama dapat 
berkompetitif dengan sehat. Para pelaku passing off sebaiknya menghormati 




Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas 
doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kakak dan adikku tersayang 
atas dukungan, doa dan semangatnya. Seorang wanita yang kusayangi, 
terimakasih atas do’a, dorangan  dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas 




Dianggoro, Wiratmo. 1997, Pembaharuan Undang-Undang Merek dan 
Dampaknya Bagi Dunia Bisnis, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum 
Bisnis. 
 
Firmansyah, Hery.  2011, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia. 
 
Maulana, Insan Budi, 1997, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, 




Muhammad, Abdulkadir. 2000, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan 
Intelektual, Jakarta: Citra Aditya Bakti. 
 
Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti. 
 
Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2010. Mengenal HAKI, Jakarta: PT 
ESENSI, Erlangga Group. 
 
Prakoso, Djoko. 1987, Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, Yogyakarta: 
Liberty. 
Saidin, OK.  2002, Aspek Hukum Intelekual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
 
Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk 
Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita. 
 
Sulistiyono, Adi. 2004, Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI Hak atas 
Kekayaan Intelektual, Surakarta: Sebelas Maret University Press (UNS 
Press). 
Jurnal dan Penelitian 
Irwansyah Ockap Halomoan,  Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek 
Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia, Medan, 
USU. 
 
Jisia, Mamahit,”Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang 
dan Jasa,”Lex Privatum, Vol.I/No.3 (Juli, 2013) 
 
Rahayu, Tri Suci, 2008, Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Surakarta, UNS. 
 
Slamet Yuswanto, SH, 2002, Perlindungan Hukun Hak Atas Merek Terhadap 




Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
 
